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Histori artikel : Latar Belakang : Kewenangan fisioterapi dalam pelayanan Home Care
Diterima 25 Desember merupakan fondasi penting untuk memberikan pelayanan yang efektif
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D?t\;lrsilma 3 la I}gﬁﬂaﬁ dan berkelanjutan. Meskipun beberapa regulasi dan undang-undang telah

Tersedia Online 31 Januari ada, tantangan nyata muncul dalam memastikan bahwa kewenangan
) fisioterapi dapat diimplementasikan secara efektif di konteks Home Care.
Kata kunci  : Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh
Hukum, hadap efektivitas huk ki fisi i dal
Fisioterapi , terhadap efektivitas hukum yang mengatu-r. ewenangan 1s10terap1 alam
Home Care pelayanan Home Care. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini
dilaksanakan di Palembang dan Surabaya dengan jumlah responden
sebanyak 25 fisioterapis yang melakukan pelayanan homecare.
Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuisioner kemudian dianalisa
dengan distribusi frekuensi analisis. Hasil : Hasil penelitian ini dapat
diinterpresentasikan bahwa sebagian besar responden menyatakan
efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis adalah efektif.
Kesimpulan : Efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis
dalam pelayanan homecare di Surabaya dan Palembang adalah efektif.
Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut: 1)
Efektifnya pelaksanaan assesmen fisioterapi. 2) Efektifnya pelaksanaan
diagnosis fisioterapi. 3) Efektifnya pelaksanaan perencanaan intervensi
fisioterapi. 4) Efektifnya pelaksanaan intervensi fisioterapi. 5) Efektifnya
pelaksanaan evaluasi fisioterapi.
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PENDAHULUAN

Perubahan paradigma dalam sistem
pelayanan kesehatan global menuntut
inovasi dalam penyediaan perawatan

kesehatan, khususnya dalam konteks Home
Care. Pelayanan Home Care sebagai
alternatif dari perawatan di rumah sakit,
memberikan keleluasaan bagi individu
untuk menerima perawatan kesehatan yang
lebih personal dan terfokus di lingkungan
mereka sendiri. Dalam konteks ini,
fisioterapi memainkan peran krusial dalam
memfasilitasi pemulihan dan meningkatkan
kualitas hidup pasien Home Care
(Christianto Nugroho & Bambang, 2021).

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas
hukum mempunyai hubungan sangat erat
dengan persoalan penerapan, pelaksanaan
dan penegakan hukum dalam masyarakat
demi tercapainya tujuan hukum. Artinya
hukum  benar-benar  berlaku  secara
filosofis, yuridis dan sosiologis (Soekanto,
2013). Maka dari itu dapat
diinterpresentasikan bahwa sebagian besar
responden menyatakan efektivitas hukum
pelaksanaan  kewenangan fisioterapis
adalah efektif. Apabila fakta tersebut di atas
diinterpretasikan berdasarkan pada teori
Robert B. Seidman, maka dapat diperoleh
gambaran bahwa kewenangan fisioterapis
dalam pelayanan fisioterapi yang diatur
dalam Pasal 16 Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 dimana
Menteri Kesehatan menjadi pihak pembuat
hukum, sedangkan fisioterapis sebagai
pihak yang mempunyai kewenangan
assesmen fisioterapi, diagnosis fisioterapi,
perencanaan intervensi fisioterapi,
intervensi  fisioterapi dan  evaluasi
fisioterapi yang secara langsung pelayanan
fisioterapi tersebut diterima oleh pasien
sebagai pemegang peranan yang bisa
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menikmati pelayanan fisioterapi yang
bermutu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku telah melaksanakan kewenangan
fisioterapis secara efektif (Nugroho, 2015).
Efektifnya  pelaksanaan  kewenangan
fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi
dapat diukur dengan 5 (lima) indikator

meliputi : assesmen fisioterapi, diagnosis
fisioterapi, perencanaan intervensi
fisioterapi, intervensi fisioterapi dan
evaluasi fisioterapi. Kewenangan
fisioterapi dalam pelayanan Home Care
merupakan  fondasi  penting  untuk

memberikan pelayanan yang efektif dan
berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis
mendalam terkait efektivitas hukum dalam
mengelola kewenangan fisioterapi menjadi
sangat penting (Abidin et al., 2018).

Meskipun beberapa regulasi dan undang-
undang telah ada, tantangan nyata muncul
dalam memastikan bahwa kewenangan
fisioterapi dapat diimplementasikan secara
efektif di konteks Home Care. Keterbatasan
ini mencakup permasalahan interpretasi
hukum, koordinasi antara penyedia
layanan, dan pemahaman yang kurang jelas
terkait peran fisioterapi di rumah (Abidin et
al., 2018) .

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan
untuk melakukan analisis menyeluruh
terhadap efektivitas hukum yang mengatur
kewenangan fisioterapi dalam pelayanan
Home Care. Dengan menggali hambatan,
potensi perbaikan, dan memahami dampak
hukum terhadap pelayanan, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan
yang berharga untuk pengembangan
kebijakan,  perbaikan  regulasi, dan
optimalisasi  peran fisioterapi  dalam
mendukung pemulihan pasien Home Care.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini  merupakan penelitian
deskriptif dengan metode pendekatan
yuridis  sosiologis. Penelitian ini
dilaksanakan di Palembang dan Surabaya
dengan jumlah responden sebanyak 25
fisioterapis yang melakukan pelayanan
homecare. Pengumpulan data dilakukan

menggunakan kuisioner kemudian
dianalisa dengan distribusi  frekuensi
analisis.
HASIL
Efektifnya  pelaksanaan  kewenangan

fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi
dapat diukur dengan 5 (lima) indikator
meliputi : assesmen fisioterapi, diagnosis
fisioterapi, perencanaan intervensi
fisioterapi, intervensi fisioterapi dan
evaluasi fisioterapi. Efektivitas hukum
pelaksanaan  kewenangan  fisioterapis
dilihat dari indikator di atas maka dapat
diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

INDIKATOR ASSESMENT
FISIOTERAPI

Tidak
Efektif
4%

Kurang
' Efektif

4%
N’

92%
Diagram.1 Indikator Assesment Fisioterapi

Dilihat dari indikator assesmen fisioterapi
pada Diagram.1 diperoleh gambaran bahwa
dari 25 responden, terdapat 1 (4%)
responden dengan tingkat pelaksanaan
assesmen fisioterapi tidak efektif, sebanyak
1 (4%) responden dengan tingkat
pelaksanaan assesmen fisioterapi kurang
efektif, dan 23 (92%) responden dengan
tingkat pelaksanaan assesmen fisioterapi
efektif.
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INDIKATOR DIAGNOSIS
FISIOTERAPI

Tidak
Efektif
8%

Kurang
Efektif
12%

Diagram.2 Indikator Diagnosis Fisioterapi

Dilihat dari indikator diagnosis fisioterapi
pada Diagram.2 diperoleh gambaran bahwa
dari 25 responden, terdapat 2 (8%)
responden dengan tingkat pelaksanaan
diagnosis fisioterapi tidak efektif, sebanyak
3 (12%) responden dengan tingkat
pelaksanaan diagnosis fisioterapi kurang
efektif, dan 20 (80%) responden dengan
tingkat pelaksanaan diagnosis fisioterapi
efektif.

INDIKATOR ETf':gi‘f
PERENCANAAN .
INTERVENSI 8% Kurang
Efektif
4%
Efektif

88%

Diagram.3 Indikator Perencanaan Intervensi
Dilihat dari indikator  perencanaan
intervensi  fisioterapi pada Diagram.3
diperoleh gambaran bahwa dari 25
responden, terdapat 2 (8%) responden
dengan tingkat pelaksanaan perencanaan
intervensi fisiotrapi tidak efektif, sebanyak
1 (4%) responden dengan tingkat
pelaksanaan perencanaan intervensi
fisioterapi kurang efektif, dan 22 (88%)
responden dengan tingkat pelaksanaan
perencanaan intervensi fisioterapi efektif.
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INDIKATOR Tidak

ektif
INTERVENSI gop Kurang

Efektif

' 4%

—"

Diagram.4 Indikator Intervensi Fisioterapi

Dilihat dari indikator intervensi fisioterapi
pada Diagram.4 diperoleh gambaran bahwa
dari 25 responden, terdapat 2 (8%)
responden dengan tingkat pelaksanaan
intervensi  fisioterapi  tidak  efektif,
sebanyak 1 (4%) responden dengan tingkat
pelaksanaan intervensi fisioterapi kurang
efektif, dan 22 (88%) responden dengan
tingkat pelaksanaan intervensi fisioterapi
efektif.

Tidak
Efektif
12%

INDIKATOR EVALUASI

Kurang
Efektif
4%

=
—

Diagram.5 Indikator Evaluasi Fisioterapi

Dilihat dari indikator evaluasi fisioterapi
pada Diagram.5 diperoleh gambaran bahwa
dari 25 responden, terdapat 3 (12%)
responden dengan tingkat pelaksanaan
evaluasi fisioterapi tidak efektif, sebanyak
1 (4%) responden dengan tingkat
pelasanaan evaluasi fisioterapi kurang
efektif, dan 21 (84%) responden dengan
tingkat pelaksanaan evaluasi fisioterapi
efektif.

PEMBAHASAN

Fisioterapi  merupakan tenaga
kesehatan yang khusus menangani dan
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menyembuhkan berbagai penyakit melalui
berbagai terapi fisik. Fisioterapis sebagali
pekerja profesional dalam menjalankan
tugas dan praktiknya bekerja berdasarkan
pandangan filosofis yang dianut, keilmuan,
metode Kkerja, standar praktik pelayanan
serta kode etik yang dianutnya (Christianto
Nugroho & Bambang, 2021). Hal ini
dilakukan untuk menjamin perlindungan

terhadap masyarakat sebagai penerima
pelayanan fisioterapi dan juga untuk
menjamin perlindungan terhadap
fisioterapis sebagai pemberi pelayanan
fisioterapi.

Fisioterapis dalam menjalankan

pelayanan fisioterapi harus berdasarkan
kewenangan fisioterapis agar pelayanan
fisioterapi dalam berjalan dengan baik dan
meminimalisir adanya kesalahan proses
pelayanan fisioterapi. Berdasarkan Pasal 16
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan  dan  Praktik  Fisioterapi,
menyebutkan  kewenangan  fisioterapis
antara lain :

a. Assesmen Fisioterapi

b. Diagnosis Fisioterapi

c. Perencanaan Intervensi Fisioterapi
d. Intervensi Fisioterapi

e. Evaluasi Fisioterapi

Efektivitas hukum pada dasarnya
termasuk  dalam  pengertian  proses
perwujudan hukum, yaitu ketika hukum
menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan
hukum menjadi suatu kenyataan, dengan
demikian efektivitas hukum merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari proses
bekerjanya hukum (Setiadi, 2018). Hukum
dibuat  untuk  dilaksanakan  dalam
kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu
hukum tidak dapat dipisahkan dengan
masyarakat sebagai basis bekerjanya
hukum (Yudho & Tjandrasari, 2017). Dari
konsep-konsep yang diuraikan di atas maka
dapat disimpulkan bahwa efektivitas
hukum merupakan bagian dari proses
bekerjanya hukum didalam masyarakat.
Hal ini sebagaimana dinyatakan Robert B.
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Seidman bahwa bekerjanya hukum dalam
masyarakat melibatkan 3 (tiga) unsur dasar
yakni Lembaga pembuat hukum; Lembaga
penerap hukum; dan Pemegang peran atau
yang dikenai hukum (Santoyo, 2008).
Berdasarkan hasil penelitian ini

maka dapat diinterpretasikan bahwa
sebagian besar responden menyatakan
efektivitas hukum pelaksanaan

kewenangan fisioterapis adalah efektif. Hal
ini mengandung arti bahwa kewenangan
fisioterapis sebagaimana yang tertuang di
Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 80 Tahun 2013 mengenai
kewenangan fisioterapis home care di
Surabaya dan Palembang tersebut sebagian
besar telah dilaksanakan secara efektif
(Nassor Faiza Ali, 2013). Menurut
Soerjono Soekanto efektivitas hukum
mempunyai hubungan sangat erat dengan
persoalan penerapan, pelaksanaan dan
penegakan hukum dalam masyarakat demi
tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum
benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis
dan sosiologis. Maka dari dapat
diinterpresentasikan bahwa sebagian besar
responden menyatakan efektivitas hukum

pelaksanaan  kewenangan  fisioterapis
adalah efektif.
KESIMPULAN

Efektivitas hukum pelaksanaan

kewenangan fisioterapis dalam pelayanan
homecare di Surabaya dan Palembang
adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan
dengan indikator-indikator sebagai berikut:
1) Efektifnya pelaksanaan assesmen

fisioterapi. 2) Efektifnya pelaksanaan
diagnosis  fisioterapi. 3)  Efektifnya
pelaksanaan  perencanaan  intervensi
fisioterapi. 4) Efektifnya pelaksanaan
intervensi  fisioterapi. 5)  Efektifnya

pelaksanaan evaluasi fisioterapi.
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